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A Muh. Ichsan Ichlas. Nim. B 111 10 177 Skripsi ini adalah studi 
tentang tinjauan yuridis terhadap pidana bersyarat di Pengadilan 
Negeri Watampone (putusan no. 227/Pid.B/2013/PN.Wtp).  
 
Jenis penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif di mana data 
yang diperoleh mengenai pidana bersyarat di Pengadilan Negeri 
Watampone (Putusan No. 227/Pid.B/2013/PN.Wtp) dideskripsikan 
kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum 
majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat lebih didasarkan pada 
pertimbangan yuridis dan kurang memuat pertimbangan non yuridis. 
Padahal, mestinya pertimbangan non yuridis, seperti pertimbangan 
sosiologis, psikologis dan pertimbangan kriminologi harus dimuat dengan 
jelas dalam pertimbangannya. Hal ini mengingat penjatuhan pidana 
bersyarat kepada terpidana lebih didasarkan pada pertimbangan yang 
bersifat non yuridis. Selain itu, putusan yang dibuat oleh majelis hakim 
dalam perkara tersebut sangatlah ringkas dan singkat sehingga tidak 
nampak dengan jelas alur berpikir sebuah putusan hingga melahirkan 
amar putusan. 
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim kurang tepat 
dalam menyimpulkan tentang terbukti dan meyakinkannya tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut 
umum, yakni pasal 310 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebab, yang nyata terbukti dalam 
pemeriksaan dipersidangan hanyalah pasal 310 ayat (3). Meskipun 
korban pada dasarnya meninggal dunia beberapa hari setelah 
kecelakaan, namun dalam pemeriksaan sidang berdasarkan alat bukti 
yang diajukan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa korban 
meninggal dunia disebabkan oleh luka berat yang dialaminya saat 
kecelakaan. Selain itu, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa majelis 
hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebagai syarat 
khusus pidana bersyarat. Padahal jika merujuk kepada pasal 14c ayat 1 
KUHP Majelis Hakim memiliki hak untuk memberikan syarat khusus 
kepada terdakwa berupa pidana denda sebagai bentuk ganti rugi kepada 
keluarga korban. Hal ini karena dalam pasal 310 ayat (3) dan/atau ayat (4) 
UU No. 22 Tahun 2009 ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana selain 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pidana bersyarat sering disebut dengan putusan percobaan 
(voorwaardelijke veroordeling) dan bukan merupakan salah satu dari jenis 
pemidanaan karena tidak disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, tetapi ketentuan 
tentang pidana bersyarat masih tetap terkait pada Pasal 10 KUHP, khususnya 
pada pidana penjara dan kurungan yang keberlakuannya hanya pada batas satu 
tahun penjara atau kurungan. 
Menurut E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi (2002: 473) kata-kata pidana 
bersyarat atau pemidanaan bersyarat adalah: 
“Sekedar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksud bukanlah 
pemidanaannya yang bersyarat, melainkan pemidanaannya pidana 
itu yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu.” 
Pidana dengan bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga 
disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem atau model 
penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada 
syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu 
ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat 
yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila 
syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. 
Pemberian pembebasan bersyarat diperluas, melalui Undang-
undang 12 Juni 1915, dinamakan pidana bersyarat bagi orang dewasa 
menurut hukum pidana. Dalam penahanan dan dalam hal denda dengan 
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uang, terpidana tidak menjalani pidananya, apabila terpidana sanggup 
memenuhi syarat yang ditentukan oleh hakim terhadapnya yakni: 
a. Bahwa hakim menangguhkan keputusannya dengan bersyarat dan 
baru menjatuhkan pidana yang sebenarnya apabila ternyata, bahwa 
terpidana yang diuji itu, tidak bertindak sesuai dengan syarat yang 
ditentukan terhadapnya (sistem-percobaan). 
b. Bahwa hakim menjatuhkan pidana dengan segera, akan tetapi 
sekaligus menetapkan, bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, 
kecuali apabila hakim memutuskan lain, berdasarkan kenyataan, 
bahwa terpidana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 
hakim terhadapnya selama waktu percobaan. 
Pemidanaan bersyarat dapat disebut pula pemidanaan dengan 
perjanjian yang artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, 
akan tetapi pidana ini tak usah dijalani kecuali di kemudian hari ternyata 
bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak 
pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh 
hakim, jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan 
pidana itu tidak dilakukan. 
Pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana pokok maupun 
pidana tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan cara penerapan 
pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan di luar 
penjara. Menjatuhkan pidana bersyarat bukan berarti membebaskan 
terpidana, secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak 
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diasingkan dalam masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga 
pemasyarakatan, akan tetapi secara formal statusnya tetap terpidana 
karena ia telah dijatuhi pidana hanya saja dengan pertimbangan tertentu 
pidana itu tidak perlu dijalani. Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata 
terpidana telah melanggar. 
Pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya, 
kecuali jika melanggar syarat umum atau khusus yang ditentukan oleh 
hakim, sedangkan pada pelepasan bersyarat, terpidana harus atau telah 
menjalani pidananya paling kurang 2/3 dari hukuman 
Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah 
memberikan kesempatan atau memperbaiki penjahat tanpa harus 
menjatuhkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi 
dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan di dalam penjara terbukti 
sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi 
orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor 
tertentu yang iya tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, 
dalam arti bukan penjahat yang sesungguhnya 
Atas dasar pemikiran itulah maka Penulis menganggap bahwa 
perlunya Penulis memilih judul proposal ini. Dalam skripsi yang dibahas, 
Penulis mengangkat sebuah judul yaitu “TinjauanYuridis Terhadap 




B. Rumusan Masalah 
Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis 
merumuskan  beberapa masalah untuk dibahas, yaitu : 
1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan 
pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Watampone? 
2) Bagaimanakah pelaksanaan pidana bersyarat di pengadilan Negeri 
Watampone? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1) Untuk mengetahuipertimbangan hukum hakim dalam memutuskan 
pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Watampone. 
2) Untuk mengetahui pelaksanaan pidana bersyarat di pengadilan Negeri 
Watampone. 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut : 
1) Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di 
Indonesia, khususnya mengenaipenerapan pidana bersyarat di 
Pengadilan Negeri Watampone. 
2) Menambah bahan referensi bagi Penulis dan mahasiswa fakultas 
hukum dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. 
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3) Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 
memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, penerapan pidana 
bersyarat di Pengadilan Negeri Watampone. 
4) Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah 






A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Istilah tindak pidana merupakan sebuah istilah yang diterjemahkan 
dari kata strafbaarfeit (bahasa belanda). Istilah strafbaarfeit ini berasal dari 
3 (tiga) kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan 
hukuman, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan feit 
diartikan sebagai peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah 
strafbaarfeit biasa disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa 
latin, yakni delictum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, delik diartikan 
sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan 
rumusan tersebut, delik (strafbaarfeit) memiliki unsur-unsur, yakni suatu 
perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang, serta dilakukan oleh orang yang dapat 
bertanggungjawab. 
Meskipun istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari 
“strafbaar feit” sebagaimana yang diuraikan di atas, namun strafbaarfeit itu 
sendiri oleh beberapa ahli hukum pidana menerjemahkannya berbeda-
beda. Perbedaan dalam menerjemahkan istilah “strafbaar feit” ini menurut 
hemat penulis disebabkan oleh tidak adanya makna yang tepat untuk 
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menerjemahkan kata “strafbaar feit” tersebut dengan menggunakan 
bahasa Indonesia. Atas dasar ini, sehingga lahir berbagai macam 
terjemahan strafbaar feit. Setidaknya ada tiga macam terjemahan 
strafbaar feit yang digunakan oleh para ahli hukum pidana, yakni 
Perbuatan pidana, Peristiwa Pidana dan tindak pidana. 
Mulyatno (Teguh Prasetyo,2010:46) menerjemahkan istilah 
“strafbaar feit” dengan perbuatan pidana. Menurutnya, perbuatan pidana 
menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang 
menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya 
dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata 
“perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat 
berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain 
itu, menurut Mulyatno (Teguh Prasetyo, 2010:46), kata “perbuatan” lebih 
menunjuk pada sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif 
(yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), tetapi 
dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 
diharuskan oleh hukum). 
Selain pengertian perbuatan pidana, strafbaar feit juga oleh para 
ahli hukum mengartikannya sebagai “peristiwa pidana”. Istialah “peristiwa 
pidana” pertama kali dikemuakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH 
dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” 
pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Sementara 1950, 
yaitu dalam pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah 
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“peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat 
ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh 
karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan 
bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam. 
Sementara itu, arti ketiga yang sering digunakan untuk mengartikan 
istilah strafbaar feit adalah tindak pidana. Istilah tindak pidana untuk 
menerjemahkan strafbaar feit diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq 
Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-
Undang tindak pidana khusus, misalkan: Undang-Undang tindak pidana 
korupsi, Undang-Undang tindak pidana narkotika dan lain-lain. Istilah 
tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan 
gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang 
untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya, dia telah 
melakukan tindak pidana. 
Selain beberapa pengertian strafbaar feit di atas yang beranegka 
ragam terjemahannya di dalam diskursus hukum Indonesia, terdapat pula 
pengertian strafbaar feit yang dikemukakan oleh para pakar hukum di 
antaranya adalah sebagai berikut: 
a) J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) membagi atas dua 
pengertian yaitu: 
 Definisi pendek memberikan pengertian: strafbaarfeit adalah suatu 
kejadian (feit) yang dapat di ancam dengan hukuman pidana 
dalam undang-undang. 
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 Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian 
“strafbaarfeit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum 
berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang 
dapat dipertanggung jawabkan. 
b) Pompe  (Bambang  Poernomo, 1982:91) membagi atas dua 
pengertian yaitu : 
 Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaarfeit” 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang di lakukan karena 
kesalahan si pelanggar dan di ancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahtraan 
umum. 
 Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian 
“strafbaarfeit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan 
perundang-undangan di rumuskan sebagai perbuatan yang dapat 
dihukum. 
c) Sementara itu, Simons (P.A.F Laminating, 1997: 18) memberikan 
pengertian sebagai berikut: 
“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah di 
lakukan dengan sengaja ataupun di lakukan dengan tidak sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat di hukum.” 
 
d) Sementara Van Hamel (P.A.F Laminating,1997:18): 
“strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman 
terhadap hak-hak orang lain.” 
 
e) R. Soesilo (1981:6) menerjemahkan strafbaar feit sebagai berikut : 
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“tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau 
perbuatan yang dapat di hukum yaitu sebagai suatu perbuatan 
yang di larang atau di wajibkan oleh undang-undang yang apabila 
di lakukan atau di abaikan, maka orang yang melakukan atau 
mengabaikan akan di ancam dengan pidana.” 
 
Dari beberapa penjabaran di atas, maka dapat disimpulakan bahwa 
strafbaar feit di dalam diskursus hukum, khususnya di Indonesia 
diterjemahkan oleh para pakar hukum berbeda-beda satu sama lain. 
Kendati berbeda dalam menerjemahkannya, namun pada dasarnya 
pengertian masing-masing dari terjemahan strafbaar feit tersebut tidak 
memiliki perbedaan yang substantif. Dari semua penjabaran di atas pula, 
pengertian strafbaar feit (perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak 
pidana) secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan, dimana 
perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia (subjek hukum) dan perbuatan 
tersebut dilarang oleh hukum disertai sanksi berupa pidana bagi yang 
melanggarnya, selain itu, tindak pidana dapat pula berupa perbuatan 
pasif, yakni suatu sikap tidak berbuat, sementara Undang-Undang 
(hukum) mengharuskan untuk berbuat. 
Meskipun istilah yang digunakan berbeda-beda dan merujuk 
kepada makna yang secara substantif sama, Penulis dalam penelitian ini 
lebih memilih menggunakan istilah “tindak pidana”. Hal ini karena selain 
para pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah 
tindak pidana, secara sosiologis juga, istilah tindak pidana tersebut sudah 
dapat diterima dan tidak asing lagi di dengar oleh masyarakat. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian-
bagian yang dengan bagian tersebut sebuah tindakan dapat dikualifikasi 
sebagai tindakan pidana. Unsur-unsur tindak pidana ini dalam hukum 
pidana tercantum dalam aturan hukum pidana. Unsur-unsur tindak pidana 
yang tercantum dalam aturan pidana disebut pula rumusan tindak pidana 
atau rumusan delik.  
Menurut Prof. Dr. D. Schaffmeister. dkk (2001: 25-26) rumusan 
delik (unsur-unsur tindak pidana) bertalian dengan penerapan kongkrit 
dari asas legalitas, sanksi pidana hanya mungkin diterapkan terhadap 
perbuatan yang terlebih dahulu ditentukan sebagai perbuatan yang dapat 
dipidana oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, tanpa 
memenuhi rumusan delik atau unsur-unsur tindak pidana yang tercantum 
dalam suatu aturan perundang-undangan, maka suatu perbuatan tidak 
mungkin dapat dipidana. 
Adapun unsur delik secara umum menurut doktrin, terdiri dari unsur 
subjektif dan unsur objektif. Laden Marpaung (2005:9) mengemukakan 
unsur-unsur delik sebagai berikut : 
a. Unsur Subjektif 
Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum 
pidana  menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An 
act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non 
facit reurn mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah 
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kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan 
kealpaan (schuld). 
b. Unsur Objektif 
Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1) Perbuatan manusia berupa : 
2) Act yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
3) Omissions yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
4) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan 
dan sebagainya. 
5) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain : 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, 
yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
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Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari 
pengadilan. 
Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak 
pidana: 
a. Satochid Kartanegara (Laden Marpaung, 2005:10) 
Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang terdapat dalam diri manusia, yaitu : 
a. Suatu tindakan 
b. Suatu akibat 
c. Keadaan 
Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan 
yang dapat berupa: 
5) Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan 
6) Kesalahan 
b. Moeljatno (Adami Chazawi, 2001:79) 
Unsur tindak pidana adalah: 
7) Perbuatan; 
8) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
9) Ancaman pidana (bagi pelanggarnya) 
c. Vos (Adami Chazawi, 2001:80) 
Unsur tindak pidana adalah: 
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10) Kelakuan manusia; 
11) Diancam dengan pidana; 
12) Dalam peraturan perundang-undangan 
d. Jonkers (Adami Chazawi, 2001:81) 
Unsur tindak pidana adalah: 
13) Perbuatan (yang) 
14) Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
15) Kesalahan 
B. Pidana Bersyarat 
1. Pengertian Pidana Bersyarat 
Istilah pidana bersyarat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan 
istilah hukum atau hukum percobaan. Dalam kamus umum Inggris-
Indonesia, istilah probation diterjemahkan dengan percobaan. Menurut 
black law dictionary, probation berarti suatu putusan hakim pengadilan 
berupa penjatuhan pidana atas perbuatan jahat, namun terpidana bebas 
bergaul dalam masyarakat dengan pengawasan (probation) dengan 
kewajiban membuat laporan terhadap tingkah laku terpidana dalam jangka 
waktu percobaan. Sebaliknya, dalam world University Dictionary, 
probation merupakan suatu sistem pembinaan terpidana atas perbuatan 
jahatnya, namun terpidana bebas bergaul dalam masyarakat di bawah 
pengawasan umum (Syaiful Bahri, 2009: 101) 
Telah dikemukakan di atas bahwa pidana bersyarat oleh ahli 
hukum Indonesia sering disebut hukuman percobaan. Hal ini berasal dari 
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perkataan voorwawrdelijk veroordeling, yang sebanarnya adalah lebih 
baik apabila perkataan tersebut diterjemahkan sebagai pemidanaan 
bersyarat. Akan tetapi perkataan pemidanaan bersyarat itu sendiri 
sebenarnya juga kurang tepat, karena dapat memberikan kesan seolah-
olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau 
penjatuhan dari pidananya, padahal yang digantungkan pada syarat-
syarat tertentu sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana 
yang telah dijatuhkan oleh hakim (P.A.F Lamintang dan Theo, .:133) 
Menurut Kanter E.Y dan S.R Sianturi (tahun: 473) kata-kata pidana 
bersyarat pemidanaan bersyarat adalah sekedar suatu istilah umum, 
sedangkan yang dimaksudkan bukanlah pemidanaannya yang bersyarat, 
melainkan pelaksanaannya pidana itu yang digantungkan kepada syarat-
syarat tertentu, artinya kendati suatu pidana telah dijatuhkan kepada 
pelaku/terpidana, namun pidana tidak/belum dijalani sepanjang terpidana 
tidak melanggar, syarat-syarat yang diwajibkan padanya ketika putusan itu 
diterimanya, karena dilihat dari sudut istilah adalah lebih tepat jika disebut 
sebagai pelaksanaan pidana yang dipersyaratkan. 
Sedangkan menurut Muladi (Tahun: 195-196), pidana bersyarat 
adalah suatu pidana, dalam hal di mana terpidana tidak usah menjalani 
pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah 
melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh 
pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut 
mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang 
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telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila 
terpidana melanggar syarat-syarat tersebut, pidana bersyarat ini 
merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana. 
Sementara itu, menurut R. Soesilo (1991:53) pidana bersyarat yang 
biasa disebut “hukuman dengan perjanjian” atau “hukuman dengan 
bersyarat” atau “hukuman janggelan” artinya adalah orang dijatuhi 
hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian 
ternyata bahwa terhukum sebelum habis masa percobaan berbuat 
peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim 
kepadanya jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada. 
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana 
bersyarat mengandung pengertian keputusan hakim yang dijatuhi 
hukuman kepada terhukum, tetapi hukuman itu tidak perlu dijalankan, 
kecuali jika ternyata terhukum sebelum habis masa percobaan berbuat 
tindak pidana (melanggar syarat umum) atau melanggar perjanjian yang 
diadakan oleh hakim dengan si terhukum (melanggar syarat khusus). 
2. Dasar Hukum Pidana Bersyarat 
Pemberlakuan pidana bersyarat di Indonesia untuk pertama kalinya 
diterapkan pada tahun 1926 yang dituangkan dalam STB. 1926 No. 251 
JO 486. Pemberlakuan ini tidak terlepas dari asas konkordansi, yakni 
suatu asas yang menjelaskan bahwa hukum yang berlaku di daerah 
penjajah juga diberlakukan di daerah jajahannya. Meskipun pidana 
bersyarat di Indonesia diberlakukan pada tahun 1926, namun pada 
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tanggal 1 Januari 1927 baru dimasukkan ke dalam KUHP berupa 
ketentuan Pasal 14a sampai 14f. Ketentuan inilah yang menjadi dasar 
hukum tentang pidana bersyarat di Indonesia. 
Dalam Pasal 14a KUHP menyebutkan: 
16) Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu 
tahun dan dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak 
termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim 
boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak dijalankan, 
kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam 
keputusan hakim. Oleh karena terhukum sebelum jatuh tempo 
percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama 
membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo 
percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, 
yang akan sekiranya diadakan dalam perintah itu. 
17) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali 
dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan 
negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus 
ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan 
yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan 
terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan 
pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara 
mengenai pengahasilan negara, jika terhadap kejahatan dan 
pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana 
denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2). 
18) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai 
pidana pokok juga mengenai pidana tambahan. 
19) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki 
dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan 
pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, dan 
syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan. 
20) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau 
keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu. 
Pasal 14b KUHP menyebutkan: 
21) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam 
Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga 
tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun. 
22) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi 
tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara 
yang ditentukan dalam undang-undang. 
23) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan 
secara sah. 
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Pasal 14c KUHP menyebutkan: 
24) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika 
dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum 
bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim 
dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak 
pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa 
terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada 
masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian 
kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. 
25) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga 
bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran 
berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka 
boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai 
tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa 
percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. 
26) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi 
kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik 
terpidana. 
 
Pasal 14d KUHP menyebutkan : 
27) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah 
pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika 
kemidian ada perintah untuk menjalankan putusan. 
28) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan 
lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di 
Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan 
yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, 
supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana 
dalam memenuhi syarat-syarat khusus. 
29) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan 
tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin 
rumah penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, 
diatur dengan undang-undang. 
Pasal 14e KUHP menyebutkan: 
“Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan 
terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, 
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selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus 
dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang 
lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi 
bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa 
percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu 
yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.” 
Pasal 14f KUHP menyebutkan: 
30) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka atas usul 
pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang 
memutus perkara dalam tingkat pertama dapat 
memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau 
memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada 
terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan 
melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan 
yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak 
dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan 
habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena 
melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai 
berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan 
juga cara bagaimana memberika peringatan itu. 
31) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana 
dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum 
masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan 
tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu 
kemudian berakhir dengan pemidanan yang memnjadi tetap. 
Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan 
menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya 
pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi. 
Berdasarkan uraian pasal-pasal terkait pidana bersyarat, Syaiful 
Bakhri (2009:105) mengemukakan pokok-pokok ketentuan yang diatur 
dalam pasal 14a sampai 14f KUHP tentang pidana bersyarat, sebagai 
berikut: 
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a. Pidana bersyarat dapat diterapkan jika hakim menjatuhkan pidana 
tidak lebih satu tahu atau kurungan tidak termasuk kurungan 
pengganti. 
b. Masa percobaan paling lama tiga tahun terhadap tindakan pidana 
yang disebut dalam pasal 492, 504, 505,506, 536 KUHPidana, 
sedangkan tindak pidana lainnya paling lama dua tahun, dihitung 
sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada 
terpidana, sedangkan masa penahanan yang sah tidak diperhitungkan 
ke dalam masa percobaan. 
c. Hakim, disamping menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak 
akan mengulangi lagi tindak pidana, dapat juga menetapkan syarat 
khusus, seperti terpidana diperintahkan membayar ganti rugi kepada 
korban. 
d. Jaksa adalah pejabat yang mengawasi agar syarat-syarat terpenuhi 
dan Hakim dapat memerintahkan lembaga yang berbentuk badan 
hukum, lembaga sosial, untuk memberikan bantuan kepada terpidana 
agar terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan. 
e. Lamanya waktu berlakunya syarat-syarat khusus dapat diubah atas 
usul jaksa atau terpidana. Hakim dapat mengubah syarat-syarat 
khusus, dengan ketentuan paling lama setengah dari masa percobaan 
yang telah ditetapkan. 
f. Hakim dapat memerintahkan pidana penjara untuk melaksanakan, 
dalam hal terpidana selama masa percobaan melakukan tindak 
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pidana dan dijatuhi pidana yang bersifat tetap, atau jika salah satu 
syarat tidak terpenuhi, atau pun karena penjatuhan pidana sebelum 
masa percobaan dimulai. 
g. Perintah melaksanakan pidana dapat dilakukan apabila masa 
percobaan telah habis, kecuali sebelum masa percobaan habis 
terpidana dituntut atas tindak pidana yang dilakukan pada masa 
percobaan dan dijatuhi pidana yang menjadi tetap, maka hakim dalam 
waktu dua bulan setelah putusan, dapat memerintahkan terpidana 
melaksanakan pidananya. 
Dari semua uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 
pidana bersyarat dapat diterapkan oleh hakim kepada semua jenis tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan. Jadi yang 
menjadi tolak ukur sebuah tindak pidana dapat dikenakan pidana 
bersyarat adalah isi putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara 
tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, bukan pada lamanya 
ancaman pidana. Selain itu, pidana bersyarat pada dasarnya dijatuhkan 
kepada terpidana dengan pertimbangan agar terpidana dapat 
memperbaiki diri. Hal ini tentunya dilakukan dengan pertimbangan yang 
matang dengan terlebih dahulu memeriksa aspek sosial, psikologis 
(kepribadian) dari terpidana. Dengan kata lain, apakah terpidana 
merupakan seorang yang memiliki kepribadian baik dan jika dimasukan 
dalam penjara berpotensi besar justru akan mengakibatkan dirinya 
menjadi orang jahat. Selain dari sisi kepribadian pelaku, juga dari sisi 
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perbuatan pelaku. Jadi penjatuhan pidana bersyarat jika dihubungkan 
dengan teori pemidanaan lebih kepada upaya memperbaiki kepribadian 
pelaku, bukan pada upaya balas dendam atau memberikan efek jera 
kepada pelaku tindak pidana. 
Tidak hanya itu, penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim harus 
pula memperhatikan proses pengawasan bagi terpidana saat dijatuhi 
pidana bersyarat. Dengan kata lain bahwa hakim harus berhati-hati 
menjatuhkan pidana bersyarat dengan memperhatikan sisi pengawasan 
dari terpidana. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers 
(Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006: 313) bahwa: 
“Sebaiknya penerapan pidana bersyarat dilakukan dengan hati-hati 
sehingga ditentukan di dalam Pasal 14a (4) KUHP, bahwa pidana 
bersyarat hanya dijatuhkan jika hakim berdasarkan penyelidikan 
yang teliti, yakni bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup 
untuk dipenuhi syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan 
melakukan delik, dan syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu 
ada.” 
3. Syarat-syarat Pidana Bersyarat 
Penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap terdakawa telah 
diketahui ada dua jenis syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat umum dan 
syarat khusus. 
a. Persyaratan umum 
Syarat umum dalam putusan percobaan pidana bersyarat bersifat 
imperatif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, 
dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum. Dalam syarat 
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umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu 
tertentu atau masa percobaan terpidana tidak boleh melakukan tindak 
pidana, ketentuan ini diatur dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP : 
“Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika 
dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa 
terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat 
menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim 
dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu 
tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus 
mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh 
tindak pidana tadi”. 
Syarat umum ialah terpidana tidak akan melakukan perbuatan delik. 
Dalam syarat umum ini tampak jelas sifat mendidik dalam putusan 
pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan 
sebagaimana dianut oleh teori pembalsan. 
b. Persyaratan khusus 
Dalam persyaratan khusus akan ditentukan oleh hakim jika sekiranya 
syarat-syarat itu ada. Hakim boleh menentukan hal-hal berikut : 
1. Pengganti kerugian akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya 
tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian, yang harus 
dibayarnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim 
yang lebih pendek dari masa percobaan (Pasal 14 ayat 1 
KUHAP). 
2. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan 
atau pidana kurungan atas pelanggaran ketentuan Pasal 492 
KUHP (mabuk di tempat umum), Pasal 504 KUHP (pengemisan), 
Pasal 505 KUHP (pergelandangan), Pasal 506 KUHP (mucikari), 
Pasal 536 KUHP (mabuk di jalan umum), hakim dapat 
menetapkan syarat-syarat khusus yang berhubungan dengan 
kelakuan terpidana (Pasal 14a ayat (2) KUHP). Syarat-syarat 
khusus tersebut tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau 
mengurangi hak-hak terpidana dalam hal berpolitik (kenegaraan) 
dan menjalankan agamanya (Pasal 14a ayat (5) KUHP). 
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C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Kata pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya 
dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan 
suatu tindak pidana. Menurut Moelyatno (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 
2005:1) istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu 
yang konvensional. Moelyatno menggunakan istilah yang inkonvensional, 
yakni pidana. 
Menurut Andi Hamzah (2008:27), ahli hukum Indonesia 
membedakan hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda 
dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang 
dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah perdata, 
administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan 
secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. 
Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran 
hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya penambahan 
penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja 
ini pula yang menjadi pembeda penting antara hukum pidana dengan 
hukum yang lainnya. 
Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984: 34) pidana adalah 
suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara 
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sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang 
pelanggar,yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar 
suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. 
Sementara itu, menurut Simons (P.A.F Lamintang, 1984:35) pidana 
artinya suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah 
dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu 
putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah. 
Tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli di atas, Ted 
Honderich (Muhammad Taufik Makarao, 2005:18) menjelaskan pidana 
sebagai suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman 
(sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan 
kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran. 
Sementara itu, Saleh (Waluyadi, 2009:3), mengartikan bahwa yang 
di maksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berjudul suatu 
nestapa yang sengaja di timpakan negara pada pembuat delik. 
Uraian tentang pidana yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di 
atas, nampak bahwa pidana pada dasarnya merupakan sebuah nestapa 
atau penderitaan yang dikenakan pada pelaku tindak pidana. Pemberian 
nestapa (penjatuhan pidana/pemidaan) kepada pelaku tindak pidana ini di 
dalam teori keilmuan hukum pidana pada dasarnya bertujuan tidak 
semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana 
sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Setidaknya ada tiga teori 
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pemidaan yang berkembang saat ini, yakni teori absolut (pembalasan). 
teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan. 
Teori absolut memandang bahwa penjatuhan pidana (pemidanaan) 
kepada pelaku tindak pidana pada dasarnya berorientasi untuk 
memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana sekaligus agar 
memenuhi kepuasaan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat. 
Sementara itu, teori relatif memandang pemidanaan tidak semata-mata 
berorientasi pada pembalasan, melainkan berorientasi pada penegakkan 
tata tertib hukum di dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemidanaan 
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan 
agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Pandangan seperti ini 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Hulsman (Muladi dan Barda 
Nawawi Arif, 2005: 9) bahwa hakikat pidana adalah menyerukan tata tertib 
(tot de orde reopen); pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan 
utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) 
dan penyelesaian konflik (conflictoplossing). 
Selain dua padangan teori di atas tentang pemidanaan, teori yang 
kini banyak dianut oleh Negara-negara di dunia adalah teori gabungan, 
yakni sebuah teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori 
relatif dalam pemidanaan. Menurut teori ini, pemidanaan pada dasarnya 
untuk memberikan pembalasan  dan demi untuk pertahanan tata tertib 
hukum di masyarakat. Teori gabungan ini terbagi atas dua, yakni: 
pertama, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
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pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan 
cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib di masyarakat. Kedua, teori 
gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi 
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada 
perbuatan yang dilakukan terpidana. 
Dari semua uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana 
adalah suatu akibat yang lahir atas sebuah pelanggaran terhadap hukum 
yang dijatuhkan oleh yang berwenang (Negara) kepada seorang yang 
terbukti melakukan sebuah tindak pidana dengan maksud selain untuk 
memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana juga untuk 
mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. 
2. Jenis-jenis Pidana 
Jenis-jenis pidana pada dasarnya merupakan bentuk pidana yang 
dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana sesuai dengan tindak pidana 
yang dilakukannya. Mengenai jenis-jenis tindak pidana ini di dalam hukum 
pidana di Indonesia di atur secara umum di dalam pasal 10 KUHP yang 
terdiri atas: 
a. Pidana Pokok terdiri atas: 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara  
3. Pidana kurungan  
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan  
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b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barag-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
D. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana 
2. Dasar Pemberatan Pidana 
  Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid, 2007:427) bahwa dasar 
umum strafverhogingsgronden atau dasar pemberatan atau penambahan 
pidana umum adalah : 
32) Kedudukan sebagai pegawai negeri 
33) Recideive (Penggulangan delik) 
34) Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau 
concorcus. 
 Kemudian Jonkers menyatakan bahwa title ketiga Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu 
Pasal 52 KUHP yang rumusannya: 
“Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar 
kewajibannya yang istimewa kedalam jabarannya karena melakukan 
kejahatan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu 
melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, 
kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, 
maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.” 
Ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum 
dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan 
untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP yaitu: 
35) Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau 
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36) Memakai kekuasaannya, kesempatan atau daya-daya upaya yang 
diperoleh karena jabatannya. 
Misalnya seorang dosen memukul mahasiswanya tidak memenuhi 
syarat butir a, sekalipun ia pegawai negeri. Seorang polisi yang bertugas 
untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang mencuri tidak juga 
memenuhi syarat butir a. barulah oknum polisi itu melanggar 
kewajibannya yang istimewa karena jabatanya kalau ia memang 
ditugaskan khusus untuk menjaga uang bank negara, lalu ia sendiri 
mencuri uang bank itu. Juga butir b sering tidak dipenuhi oleh seorang 
pegawai negeri. Misalnya seorang pegawai negeri yang bekerja dikantor 
sebagai juru tik tidak dapat dikenakan Pasal 52 KUHP kalau ia menahan 
seorang tahanan di tahanan kepolisian. Sebaliknya seorang penyidik 
perkara pidana yang merampas kemerdekaan seseorang memenuhi 
syarat butir b. seorang oknum kepolisian yang merampas nyawa orang 
lain dengan menggunakan senjata dinasnya memenuhi pula syarat itu. 
Kalau pengadilan hendak pidana maksimum, maka pidana tertinggi 
yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan 
sepertiganya. 
Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan 
(ambtsdelicten) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 143 sampai 
dengan Pasal 437 KUHP, yang sebagaimana dimasukkan kedalam 
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Pengertian pegawai negeri agak berbeda dengan definisi pegawai 
negeri menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 
37) Unsur menerima gaji tidak diisyarakatkan oleh hukum pidana 
38) Pengertian pegawai negeri telah diperluas dengan Pasal 92 KUHP 
yang mencakup juga sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang 
sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula orang 
yang diangkat menjadi oknum dewan pembuat undang-undang atau 
perwakilan daerah dan setempat, dan sekalian kepada bangsa 
Indonesia (misalnya ketua-ketua dan oknum pemangku adat yang 
bukan kepala desa atau kampung) dan kepala orang-orang timur 
asing yang melakukan kekuasaan sah. Terhadap delik-delik korupsi 
yang diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 istilah pegawai 
negeri diperluas lagi sehingga mencakup juga jabatan yang bukan 
pegawai negeri dari pemerintah (dalam arti luas) dan masyarakat 
misalnya pegawai perguruan tinggi swasta, pengurus organisasi 
olahraga, yayasan dan sebagainya. terhadap pembuat delik korupsi 
Pasal 52 KUHP pun tidak berlaku. 
Recidive atau pengulangan kejahatn tertentu terjadi bilamana orang 
yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh putusan 
pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. 
Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang 
membedakan recidive dan concorcus (samenloop, gabungan, 
perbarengan). Pengecualian ialah pengaturan tentang concorcusyang 
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diatur dalam Pasal 71 (1) KUHP, yang menentukan bahwa jikalau setelah 
hakim yang bersangkutan menjatuhkan pidana, lalu disidang pengadilan 
itu ternyata terpidana sebelumnya pernah melakukan kejahatan atau 
pelanggaran (yang belum pernah diadili) , maka hakim yang akan 
mengadili terdakwa yang bersangkutan harus memperhitungkan pidana 
yang lebih dahulu telah dijatuhkan dengan menggunakan ketentuan-
ketentuan tentang concorcus(Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 bis 
KUHP). 
Seperti yang telah dikemukakan pada hakikatnya ketentuan 
tentang concorcus realis (gabungan delik-delik) tersebut pada Pasal 65, 
66, dan 70 KUHP bukan dasar yang menambah pidana sekalipun dalam 
Pasal 65 (2) dan 66 (1) KUHP, satu perbuatan itu ditambah dengan 
sepertiganya, karena jumlah seluruh pidana untuk perbuatan-perbuatan 
itu tidak dapat dijumlahkan tanpa batas. Misalnya A mula-mula mencuri 
(Pasal 362 KUHP), lalu melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), 
kemudian melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP) kemudian terakhir 
menadah (Pasal 480 KUHP). A hanya dapat dipidana paling tinggi untuk 
keseluruhan kejahatan tersebut menurut sistem KUHP selama 5 tahun 
penjara (yang tertinggi maksimum pidananya diantara keempat kejahatan 
tersebut) ditambah dengan sepertiga lima tahun, atau 1 tahun delapan 8 




2. Dasar Peringanan Pidana 
Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid, 2007;493), bahwa sebagai 
unsur peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum adalah: 
39) Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP) 
40) Pembantuan (Pasal 56 KUHP) 
41) Strafrechtelijke minderjatingheld, atau orang yang belum cukup umur 
(Pasal 45 KUHP). 
Titel ketiga KUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut 
pada butir a dan butir b bukanlah dasar peringanan pidana yang 
sebenarnya. 
Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat Hazewinkel 
Suringa (Zainal Abidin Farid, 2007;493), yang mengemukakan percobaan 
dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan 
ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan dan 
pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan 
tersendiri  dalam delik. Jonkers (1946:169) menyatakan bahwa ketentuan 
Pasal 53 (2) dan (3) serta Pasal 57 (2) dan (3) KUHP bukan dasar 
pengurangan pidana menurut keadaan-keadaan tertentu, tetapi adalah 
penentuan pidana umum pembuat percobaan dan pembantu yang 
merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-
undang. Kalau di Indonesia masih terdapat suatu dasar peringanan 
pidana umum seperti tersebut dalam Pasal 45 KUHP, maka di Belanda 
Pasal 39 oud WvS yang mengatur hal yang sama, telah dihapuskan pada 
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tanggal 9 Novermber 1961, staatsblad No. 402 dan 403 dan dibentuk 
kinderststrafwet (Undang-Undang Pokok Tentang Perlindungan Anak) 
yang memerlukan karangan tersendiri. 
Pasal 45 KUHP yang sudah ketinggalan zaman itu memberikan 
wewenang kepada hakim untuk memilih tindakan dan pemidanaan 
terhadap anak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu mengembalikan 
anak itu kepada orang tuanya atau walinya tanpa dijatuhi pidana atau 
memerintahkan supaya anak-anak itu diserahkan kepada pemerintah 
tanpa dipidana dengan syarat-syarat tertentu ataupun hakim menjatuhkan 
pidana. Jikalau kemungkinan yang ketiga dipilih oleh hakim, maka 
pidananya harus dikurangi sepertiganya,  misalnya seorang anak SMP 
menghilangkan nyawa anak SMA yang berusia 13 tahun. Kalau hakim 
hendak menjatuhkan pidana tertinggi, maka pidana tertingginya adalah 15 
tahun dikurangi 5 tahun sama dengan 10 tahun penjara. Perlu juga 
dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidaklah perlu 
tertinggi, tetapi hakim dapat memilih pidana yang paling ringan yaitu 1 hari 
menurut Pasal 12 (2) KUHP sampai pidana maksimium yang ditentukan 
didalam Pasal 338 KUHP yang dikurangi sepertiganya, dengan kata lain 
pidana terendah adalah 1 hari dan yang tertinggi adalah 10 tahun penjara. 
Hanya hakim perlu memperhatikan bunyi Pasal 27 Undang-undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang mememrintahkan Hakim memperhatikan 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan 
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tujuan pemidanaan yang dianut di Indonesia yaitu membalas sambil 
mendidik. 
E. Putusan 
1. Pengertian Putusan 
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi 
terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 
dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan 
pidana modern seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim 
sendiri. 
Pasal 1 (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah 
pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
2. Jenis-Jenis Putusan 
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan 
hakim atau pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu: 
42) Putusan yang bukan putusan akhir 
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan 
dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 
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148 dan 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan 
perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukum 
mengajukan kekerabatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa 
penuntut umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan 
akhir dapat berupa: 
1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena murapakan 
kewenangan pengadilan negeri yang lain sebagaimana ketentuan 
Pasal 143 ayat (1) KUHAP. 
2) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal 
demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 
(2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut 
ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. 
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut 
umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 
ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah 
daluarsa, materi perkara dan materi hukum perdata dan 
sebagainya. 
43) Putusan akhir 
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” dan 
merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi 
apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan 
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berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir 
berupa: 
1) Putusan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP) 
Putusan bebas menurut rumpun Eropa continental lazim disebut 
dengan putusan “vrijspraak”. Aturan hukum putusan bebas diatur 
dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu : 
“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil         
pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan 
yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 
maka terdakwa diputus bebas” 
 
Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan 
“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian 
hukum atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 
menurut ketentuan hukum pidana ini. 
2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 
191 ayat 1 KUHAP) 
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yaitu : 
“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 
tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa 
diputus lepas dari segala tuntutan hukum” 
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Apabila dikonsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik 
pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terdahap penjelasan 
dari segala tuntutan terjadi jika: 
a) Dari hasil pemeriksaan didepan sidang  pengadilan perbuatan 
yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah 
merupakan tindak pidana. 
b) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. 
c) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang 
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. 
3) Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) 
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 
193 ayat (1) KUHAP yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya 
maka, pengadilan menjatuhkan pidana” 
 
Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan pemidanaan dapat 
terjadi jika dari hasil pemeriksaan di persidangan majelis Hakim 
berpendapat : 
44) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa atau 
penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan. 
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45) Perbuatan terdakwa tesebut merupakan ruang lingkup tindak 
pidana atau pelanggaran 
46) Dipenuhi ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta 






Dalam penulisan ini, Penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
yang diperlukan.Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional. 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka 
Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bone yaitu tepatnya di 
Pengadilan Negeri Watampone. Alasan Penulis mengambil tempat 
penelitian di Pengadilan Negeri Watampone disebabkan hubungan judul 
skripsi yang dianggap bersesuaian dengan tempat penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
1. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung 
di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan 
sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang 
menangani kasus tersebut. 
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan  
melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-
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undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku, 
surat kabar, majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang 
berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisanini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
47) Penelitian pustaka (liberary research). 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur 
yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang 
diambil Penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting 
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
48) Penelitian lapangan. 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu:  
a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan  
langsung dengan objek penelitian. 
b. Wawancara (interview) langsung kepada Hakim Pengadilan 
Negeri Watampone yang menangani kasus tersebut. 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaituanalisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan 
yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis 
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formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis  bersifat 
mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara 




PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pidana 
bersyarat di Pengadilan Negeri Watampone. 
1. Pertimbangan hukum hakim 
Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu hal yang paling 
prinsipil dalam sebuah putusan. Dengan kata lain, setiap putusan hakim di 
dalamnya harus memuat pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim 
sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemikiran-pemikiran atau 
pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang 
dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Dengan demikian, dapat 
dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim merupakan pemikiran-
pemikiran atau pendapat hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
kepada Terdakwa beserta hal-hal yang dapat meringankan dan 
memberatkan pelaku. 
Adapun pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap Terdakwa dalam putusan No. 277/Pid.B/2013/PN.Wtp adalah 
sebagai berikut: 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas 
seluruh dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga 
oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah 
43 
menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana “karena 
kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) dan (4) UU RI No. 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti 
bersalah maka ia harus dijatuhi pidana, dan agar pidana yang dijatuhkan 
nanti dapat setimpal dengan perbuatannya maka sebelumnya akan 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri 
terdakwa: 
Hal-hal yang memberatkan: 
- 
Hal-hal yang meringankan: 
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai (surat 
pernyataan damai terlampir dan berkas perkara); 
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya; 
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan; 
- Terdakwa mengakui perbuatannya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan tidak lagi 
diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka sudah sepatutnya 
diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak; 
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Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka 
sudah sepatutnya pula bila dibebani untuk membayar biaya perkara; 
Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan maka segala 
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan telah 
dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan putusan ini; 
2. Amar Putusan 
Setelah melakukan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta 
yang telah terungkap, Majelis Hakim dalam perakara dengan Putusan No. 
227/Pid.B/2013/PN.Wtp memutuskan perkara a quo sebagai berikut: 
MENGADILI 
a. Menyatakan Terdakwa Irwan Bin Hamid terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena 
kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Bin Hamid oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 
c. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh 
Terdakwa kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan 
dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum habis berakhirnya masa 
percobaan selama 8 (delapan) bulan; 
d. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max DD 8692 OC 
dikembalikan kepada yang berhak; 
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e. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- 
(seribu rupiah) 
3. Analisis Penulis 
Pertimbangan hukum hakim merupakan hal yang mesti tercantum 
di dalam sebuah putusan agar putusan tersebut tidak dikualifikasi sebagai 
putusan yang batal demi hukum. Mengenai pertimbangan hukum hakim 
yang harus termuat di dalam putusan telah dijelaskan di dalam pasal 197 
ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya 
point d yaitu, surat keputusan pemidanaan memuat “pertimbangan yang 
disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat 
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi 
dasar penentuan kesalahan terdakwa”. 
Kendati pertimbangan hukum hakim sebagaimana yang diuraikan 
dalam pasal 197 ayat 1 point d menyatakan bahwa pertimbangan disusun 
secara singkat, namun hal ini tidak berarti bahwa pertimbangan tersebut 
bukan berarti benar-benar ringkas tanpa argumen dan kesimpulan yang 
jelas, terperinci, dan utuh. Hal ini dimaksudkan agar jelas alur berpikirnya 
serta adanya kejelasan ketika kesimpulan dihadirkan. 
Singkatnya pertimbangan hukum hakim merupakan uaraian 
pemikiran-pemikiran atau pendapat hukum hakim yang harus termuat di 
dalam putusan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa 
sehingga dengan demikian nampak jelas ketika hakim menyimpulkan 
bahwa Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Hal 
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ini tentunya erat hubungannya dengan asas legalitas di dalam hukum 
pidana yang berbunyi “nullum delictum, nulla poena sine praevia lege 
poenali”, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa 
ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Jadi dengan adanya 
pertimbangan hukum hakim setelah memeriksa fakta-fakta yang ada, 
maka dapatlah disimpulkan apakah fakta-fakta tersebut merupakan 
bentuk pelanggaran hukum materil atau bukan, sehingga dengan hal 
tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah atau tidak. 
Adapun mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara 
dengan Putusan No. 227/PID.B/2013/PN.Wtp, menurut hemat penulis 
Pertimbangan hukum hakim sangat ringkas, yakni di dalamnya tidak 
memuat penjelasan (uraian) mengenai unsur-unsur yang terkandung di 
dalam pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Unsur-unsur dimaksud adalah unsur setiap orang, unsur 
kesalahan/kelalaiannya dan unsur menyebabkan korban luka berat 
dan/atau matinya orang. 
Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim langsung menyatakan 
bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (3) 
dan ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Padahal sebagaimana diketahui uraian unsur-unsur 
dalam pasal yang didakwakan ini merupakan hal yang sangat penting 
untuk dimuat secara rinci mengingat unsur-unsur inilah yang menjadi 
dasar apakah Terdakwa dapat dikenakan pidana atau tidak, ada alasan 
47 
pembenar atau pemaaf atau tidak dan sebagainya dengan berpijak pada 
pembuktian (alat bukti) yang ada.  
Selain itu, menurut hemat penulis pertimbangan hukum hakim yang 
termuat di dalam putusan No. 227/PID.B/2013/PN. Wtp cenderung 
mempersamakan unsur yang terkandung dalam ayat (3) dan ayat (4) 
pasal 310 UU RI No. 22 Tahun 2009 yang didakwakan oleh Penuntut 
Umum. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 310 ayat 3 
adalah unsur setiap orang, unsur karena kesalahannya/kelalaiannya, 
unsur menyebabkan orang lain luka berat. Sedangkan unsur yang 
terkandung dalam pasal 310 ayat (4) menambahkan unsur menyebabkan 
meninggalnya orang lain. Unsur “meninggalnya orang lain” sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) tersebut merupakan unsur yang 
memberatkan pasal 310 ayat (3). Dalam arti bahwa jika unsur pasal 310 
ayat (3) terpenuhi, kemudian korban yang mengalami luka berat tersebut 
langsung meninggal dunia atau karena luka berat tersebut kemudian 
korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau 
menimbulkan bahaya maut (penjelasan pasal 229 ayat 4) hingga 
beberapa waktu kemudian meninggal dunia, maka ancaman pidananya 
berubah menjadi 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 
12.000.000,- sebagaimana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) 
Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009. 
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Kecenderungan mempersamakan antara unsur yang termuat 
dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) nampak dalam putusan No. 
227/PID.B/2013/PN. Wtp halaman 5 di mana Majelis Hakim menyatakan: 
“Menimbang bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan yaitu 
Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Unsur setiap orang; 
2. Unsur kesalahannya/kelalaiannya; 
3. unsur menyebabkan matinya orang; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas 
seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah 
terpenuhi, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan 
telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah 
melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang 
lain meninggal dunia” sebagaimana di atur dan diancam pidana 
dalam pasal 310 ayat (3) dan (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Umum” 
 
Tidak hanya itu, menurut hemat penulis, jika dilihat secara objektif 
pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “berdasarkan fakta 
persidangan tersebut di atas seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa 
Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga oleh karena itu terdakwa harus 
dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan 
bersalah menyebabkan orang lain meninggal dunia” tidak cukup berdasar. 
Sebab, jika dicermati kasus posisi yang termuat di dalam dakwaan 
penuntut umum No: Reg. Perk. PDM-12/W.Pone/Euh. 2/07/2013 
tertanggal 22 Juli 2013 tidak memuat satu pernyataan sedikitpun bahwa 
korban kecelakaan lalu lintas atas nama Dawi Binti Beddu meninggal 
dunia. Dengan kata lain berdasarkan kasus posisi dalam dakwaan 
penuntut umum dan fakta persidangan hanya terdapat fakta bahwa 
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korban kecelakaan Lalu Lintas atas nama Dawi Binti Beddu mengalami 
keadaan tidak sadar, pendarahan keluar dari hidung, telinga dan mulut, 
dan tidak ditemukan luka memar. Kalaupun setelah beberapa hari 
mengalami luka berat korban Dawi Binti Beddu kemudian meninggal 
dunia, tidak dapat dijadikan dasar yang kuat bahwa meninggalnya korban 
Dawi Binti Beddu karena kecelakaan (luka berat) tersebut. Hal ini 
mengingat karena korban Dawi Binti Beddu mengalami meninggal dunia 
setelah beberapa hari terjadinya kecelakaan serta alat bukti yang diajukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum tidak satu pun menyatakan bahwa 
meninggalnya Dawi Binti Beddu karena luka berat yang dialaminya 
setelah kecelakaan. Untuk lebih jelasnya, penulis uraikan alat bukti yang 
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum: 
a. Hasil Visum Et Repertum Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas 
Tonra Nomor: 67/PKM-T/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang intinya 
menyatakan bahwa pasien dalam keadaan tidak sadar; pendarahan 
keluar dari hidung, telinga, dan mulut; tidak ditemukan luka memar. 
b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bulu Bulu Nomor: 
28/DB/V/2013 tanggal Mei 2013 yang intinya hanya menyatakan 
bahwa korban Dawi Binti Beddu mengalami meninggal dunia. 
c. Keterangan saksi atas nama Tahir Bin Harun dan Norma Binti 
Iskandar, serta keterangan Terdakwa yang pada intinya hanya 
menjelaskan kronologis kejadian serta locus delicti dan tempus delicti. 
d. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max DD 5692 OC. 
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Oleh karena itu, penarikan kesimpulan oleh Majelis Hakim yang 
menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya 
menyebabkan orang lain meninggal dunia” adalah kurang tepat (tidak 
cukup berdasar). Harusnya menurut hemat penulis, dalam 
pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah 
terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat” 
sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (3) Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Selain beberapa uraian di atas, menurut hemat penulis, 
pertimbangan hakim yang dimuat dalam putusan No. 227/PID.B/2013/ PN. 
Wtp hanya memuat pertimbangan yuridis, tanpa pertimbangan non 
yuridis. Padahal dalam teori pertimbangan hakim, majelis hakim juga 
dalam setiap putusan harus menyertakan pertimbangan non yuridis, 
seperti pertimbangan sosiologis, pertimbangan psikologis, pertimbangan 
kriminologi serta pertimbangan filosofis. Apalagi mengingat bahwa dalam 
amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan pidana bersyarat bagi 
Terdakwa Irwan Bin Hamid. Sementara, sebagaimana diketahui bahwa 
pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan sesungguhnya merupakan 
sebuah fenomena baru yang perkembangannya tidak terlepas dengan 
teori pemidanaan dan kajian kriminologi. 
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh (1983: 31) 
bahwa pidana bersyarat merupakan lembaga yang baru, lahirnya pidana 
bersyarat ini didorong oleh pikiran-pikiran baru tentang kejahatan. Dengan 
adanya lembaga baru ini menimbulkan suatu perubahan dalam suatu 
stelsel pidana. Melihat kepada hasilnya di Belanda rupanya di sana 
kelihatan banyak faedah dari lembaga ini. Salah satu kebaikan-kebaikan 
pokok dari pidana bersyarat ini adalah justru bahwa pengurungan mereka 
di dalam rumah penjara, dengan pengaruhnya yang merusak atas 
kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu, dapat 
dihindarkan. 
B. Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Watampone 
Pidana bersyarat merupakan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim 
terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak 
pidana dan pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu. 
Berbicara mengenai pelaksanaan pidana bersyarat pada dasarnya 
berbicara persoalan penegakan hukum materiil lewat prosedur yang 
dilegalkan (hukum formil) terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak 
pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses 
pemeriksaan sidang, penjatuhan putusan sampai pelaksanaan putusan 
yang telah berkekuatan hukum tetap (incract van gewisjde). 
Adapun mengenai pelaksanaan Pidana bersyarat dalam penelitian 
penulis adalah mengenai pelaksanaan pidana bersyarat terkait tindak 
pidana dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 
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2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pengadilan Negeri 
Watampone dengan Putusan No. 227/PID.B/2013/PN. Wtp, sehingga 
uraian mengenai pelaksanaan pidana bersyarat tersebut hanya 
membahas mengenai putusan Pengadilan Negeri yang mana di dalamnya 
terdiri atas dakwaan, pemeriksaan sidang, tuntutan, dan putusan oleh 
Majelis Hakim. Mengenai pelaksanaan pidana bersyarat tersebut, Penulis 
uraiakan di bawah ini: 
1. Surat Dakwaan 
Surat dakwaan sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya 
Harahap (2007:386-387) adalah surat atau akta yang memuat rumusan 
tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan 
ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta 
landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dari 
rumusan surat dakwaan ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, 
Majelis Hakim dalam proses persidangan terikat oleh surat dakwaan 
penuntut umum. Terikat di sini mengandung arti bahwa Majelis Hakim 
dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak bisa keluar dari dakwaan 
penuntut umum. 
Adapun dakwaan penuntut umum dalam perkara dengan Putusan 
No. 227/PID.B/2013/PN. Wtp sebagaimana yang dimuat dalam surat 
dakwaannya Nomor:  Reg.Perk.PDM-12/W.Pone/Euh. 2/07/2013 




Bahwa ia terdakwa Irwan Bin Hamid pada hari Kamis tanggal 09 
Mei 2013 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam bulan Mei 2013, bertempat di Dusun Kaccope Desa Bulu-Bulu Kec. 
Tonra Kab. Bone, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang 
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, kecelakaan lalu lintas 
yang mengakibatkan korban luka berat perbuatan mana dilakukan dengan 
cara-cara sebagai berikut: 
 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal 
ketika terdakwa bergerak dari arah Utara ke Selatan (Bone-Sinjai) 
dengan mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max dan pada saat 
Terdakwa sampai di depan mesjid di dusun Kaccope Desa Bulu-Bulu 
Kec. Tonra Kab. Bone terdakwa melihat 3 (tiga) orang pejalan kaki 
dari jarak berkisar 20 meter dengan kecepatan ± 50 km/Jam yang 
hendak menyeberang dari arah Barat ke Timur namun jarak ± 10 
meter tiba-tiba salah satu pejalan kaki tersebut langsung melompat 
dan menyeberang sehingga terdakwa tidak sempat menguasai laju 
kendaraan dan menabrak korban Per. Dawi Binti Beddu setelah itu 
terdakwa memutar kendaraannya dan mengamankan diri di Polsek 
Mare Kab. Bone; 
 Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Per. Dawi Binti Beddu 
mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum 
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Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Tonra Nomor: 67/PKM-
T/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Sulmiah 
Nurdin, S.Kep.NS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
HASIL PEMERIKSAAN: 
- Pasien dalam keadaan tidak sadar; 
- Pendarahan keluar dari hidung, telinga dan mulut; 
- tidak ditemukan luka memar; 
Kesimpulan: 
Pendarahan diduga akibat benturan benda tumpul pada kepala; 
Perbuatan terdakwa Irwan Bin Hamid tersebut sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Dan 
Kedua: 
Bahwa ia terdakwa Irwan Bin Hamid pada hari Kamis tanggal 09 
Mei 2013 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam bulan Mei 2013, bertempat di Dusun Kaccope Desa Bulu-Bulu Kec. 
Tonra Kab. Bone, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang 
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, kecelakaan lalu lintas 
yang mengakibatkan korban luka berat perbuatan mana dilakukan dengan 
cara-cara sebagai berikut: 
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 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal 
ketika terdakwa bergerak dari arah Utara ke Selatan (Bone-Sinjai) 
dengan mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max dan pada saat 
Terdakwa sampai di depan mesjid di dusun Kaccope Desa Bulu-Bulu 
Kec. Tonra Kab. Bone terdakwa melihat 3 (tiga) orang pejalan kaki 
dari jarak berkisar 20 meter dengan kecepatan ± 50 km/Jam yang 
hendak menyeberang dari arah Barat ke Timur namun jarak ± 10 
meter tiba-tiba salah satu pejalan kaki tersebut langsung melompat 
dan menyeberang sehingga terdakwa tidak sempat menguasai laju 
kendaraan dan menabrak korban Per. Dawi Binti Beddu setelah itu 
terdakwa memutar kendaraannya dan mengamankan diri di Polsek 
Mare Kab. Bone; 
 Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Per. Dawi Binti Beddu 
mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Kematian dari 
Kepala Desa Bulu-Bulu Nomor 28/DB/V/2013 tanggal  Mei 2013; 
Perbuatan terdakwa Irwan Bin Hamid tersebut sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
2. Pemeriksaan Sidang Pengadilan 
Setelah Majelis Hakim menerima dakwaan penuntut umum 
tersebut, maka Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan dengan 
mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta 
memeriksa alat bukti lainnya yang diajukan oleh penuntut umum. 
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Adapun dalam pemeriksaan sidang tersebut saksi yang diajukan 
oleh penuntut umum adalah dua orang saksi, yakni Tahir Bin Harun dan 
Norma Binti Iskandar masing-masing di bawah sumpah. Selain dua orang 
saksi tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan 
Terdakwa yang pada intinya Terdakwa mengakui perbutannya. 
Selain keterangan saksi dan keterangan terdakwa, untuk 
memperkuat alat bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah 
menghadapkan Barang bukti dalam persidangan yang terdiri dari 1 unit 
Mobil Daihatsu Grand Max DD 5692 OC. 
3. Pertimbangan Hukum Hakim 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum dan pemeriksaan dalam 
sidang Pengadilan berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa 
serta alat bukti lainnya, maka majelis hakim kemudian melakukan 
pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara dengan 
putusan No. 227/PID.B/2013/PN. Wtp tersebut adalah sebagai berikut: 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas 
seluruh dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga 
oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah 
menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana “karena 
kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 3 dan 4 UU RI No. 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
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Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti 
bersalah maka ia harus dijatuhi pidana, dan agar pidana yang dijatuhkan 
nanti dapat setimpal dengan perbuatannya maka sebelumnya akan 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri 
terdakwa: 
Hal-hal yang memberatkan: 
- 
Hal-hal yang meringankan: 
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai (surat 
pernyataan damai terlampir dan berkas perkara); 
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya; 
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan; 
- Terdakwa mengakui perbuatannya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan tidak lagi 
diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka sudah sepatutnya 
diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak; 
Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka 
sudah sepatutnya pula bila dibebani untuk membayar biaya perkara; 
Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan maka segala 
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan telah 
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dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan putusan ini; 
4. Putusan Hakim 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim memeriksa 
perkara a quo yang diajukan padanya (pemeriksaan saksi, pemeriksaan 
terdakwa serta pemeriksaan alat bukti lainnya), maka majelis hakim 
berpendapat sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukumnya 
bahwa terdakwa Irwan Bin Hamid terbukti dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. 
Atas terbuktinya dakwaan tersebut, penuntut umum telah pula 
mengajukan tuntutan terhadap terdakwa dalam persidangan tertanggal 25 
Juli 2013. Terhadap tuntutan tersebut dengan memperhatikan hal-hal 
yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim kemudian 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irwan Bin Hamid sebagaimana 
yang terdapat dalam amar putusan, sebagai berikut: 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa Irwan Bin Hamid terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena 
kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Bin Hamid oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh 
Terdakwa kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan 
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dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum habis berakhirnya 
masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; 
4. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max DD 8692 OC 
dikembalikan kepada yang berhak; 
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 
1.000,- (seribu rupiah). 
5. Analisis Penulis 
Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh 
hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau 
kondisi tertentu. Singkatnya pidana bersyarat adalah pidana dengan 
syarat-syarat tertentu yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana 
atau hukuman percobaan. Pengaturan pidana bersyarat ini diatur di luar 
dari pidana pokok dan pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 10 
KUHPidana. Mengenai pidana bersyarat ini diatur dalam pasal 14a 
sampai dengan pasal 14f KUHPidana. 
Dalam pasal 14a KUHPidana dinyatakan syarat formal suatu tindak 
pidana dapat dijatuhkan oleh hakim dengan pidana bersyarat. Syarat 
formal tersebut adalah: 
“Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau 
pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka 
dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana 
tidak usah dijalani. kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim 
yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan 
suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan 
dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana 
selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang 
60 
mungkin ditentukan lain dalam perintah itu” (pasal 14a 
KUHPidana). 
 
Menyimak redaksi pasal 14a KUHPidana tersebut, maka dapat 
dipahami bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan oleh hakim (hak 
hakim) pada terdakwa yang terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara 
maksimal 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana 
kurungan pengganti. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan oleh 
hakim di atas 1 (satu) tahun penjara tidak dapat diterapkan pidana 
bersyarat. Selain itu, menyimak redaksi pasal tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan pula bahwa pidana bersyarat dapat saja diterapkan oleh 
hakim terhadap semua jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara maupun pidana kurungan. Sebab, ketentuannya tidak bergantung 
pada lamanya ancaman pidana yang tertera dalam aturan pidana, 
melainkan ketentuannya terdapat pada lamanya putusan pidana yang 
dijatuhkan oleh hakim. 
Adapun mengenai pelaksanaan pidana bersyarat dalam proses 
persidangan pada dasarnya sama saja dengan proses persidangan 
dengan pemeriksaan biasa jika tindak pidana tersebut tunduk pada 
pemeriksaan biasa, pemeriksaan cepat jika tindak pidana tersebut tunduk 
pada pemeriksaan cepat dan pemeriksaan singkat jika tindak pidana 
tersebut tunduk pada pemeriksaan singkat. Perbedaan pelaksanaan  
pidana bersyarat ini dalam proses persidangan hanya termuat dalam 
pertimbangan hukum hakim yang tercantum dalam putusan dengan 
memperhatikan hal-hal yang memungkinkan bagi terdakwa untuk dijatuhi 
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pidana bersyarat serta amar putusan hakim. Perbedaan ini tentunya akan 
berimplikasi pada perbedaan pelaksaan putusan, dimana jika pelaku 
tindak pidana dijatuhi pidana bersyarat, maka pelaku tindak pidana bebas 
berada diluar penjara atau kurungan dengan diawasi oleh jaksa penuntut 
umum serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam 
putusan hakim. Sementara itu, bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi 
pidana penjara atau kurungan, maka oleh jaksa penuntut umum sebagai 
pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 
(incract van gewisjde) langsung memasukan terpidana ke dalam lembaga 
pemasyarakatan dalam statusnya sebagai terpidana. 
Adapun mengenai penelitian penulis terhadap pelaksanaan pidana 
bersyarat di Pengadilan Negeri Watampone dengan putusan Nomor: 
227/PID.B/2013/PN. Wtp, merupakan pidana bersyarat yang dilakukan 
oleh terdakwa Irwan Bin Hamid. Tindak pidana tersebut adalah tindak 
pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” 
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) 
UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh Irwan Bin Hamid, penuntut 
umum berdasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) dari kepolisian 
menyusun dakwaan Tunggal, yakni kesatu melanggar pasal 310 (ayat 3) 
dan kedua pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Dimasukannya dua ayat (ayat 3 dan ayat 4) dalam pasal 310 
tersebut sebagai dakwaan kepada terdakwa, karena pada dasarnya 
setelah insiden (tindak pidana) terjadi, saat itu korban tidak langsung 
mengalami meninggal dunia, melainkan hanya mengalami luka berat. 
Sehingga atas hal ini, terdakwa didakwa dengan pasal 310 ayat (3), yakni 
setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (3), dipidana dengan 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 
Setelah beberapa hari terjadi insiden (kecelakaan lalu lintas) 
tersebut, korban atas nama Dawi Binti Beddu meninggal dunia sesuai 
dengan surat kematian dari kepala Desa Bulu Bulu Nomor: 28/DB/V/2013 
tanggal Mei 2013. Sehingga atas hal ini, dakwaam kepada Terdakwa 
Irwan Bin Hamid ditambah dengan pasal 310 ayat (4), yakni dalam hal 
kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas 
juta rupiah). Kedua ayat tersebut (ayat 3 dan ayat 4 pasal 310) dalam 
pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan digolongkan sebagai kecelakaan berat. 
Menurut hemat penulis, penggunaan dua ayat, yakni ayat (3) dan 
ayat (4)  pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 dalam dakwaan karena Jaksa 
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tidak dapat memastikan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi 
apakah mengakibatkan korban meninggal dunia atau kah hanya sebatas 
luka berat. Sebab, meskipun korban Dawi Binti Beddu beberapa hari 
setelah insiden terjadi, mengalami meninggal dunia, berdasarkan alat 
bukti yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum belum dapat dipastikan 
bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah karena insiden 
tersebut. Hal ini sangat nampak dalam dakwaan jaksa penuntut umum 
dengan dakwaan pasal 310 ayat (4) yang hanya memasukan surat 
keterangan kematian dari kepala desa, bukan dari dokter atau ahli yang 
dapat membenarkan bahwa meninggalnya korban karena disebabkan 
kecelakaan Lalu Lintas yang menimpanya. 
Setelah dilakukannya pemeriksaan dalam persidangan 
(pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa serta alat bukti lainnya), 
berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa pelaku tindak pidana atas nama Irwan Bin Hamid terbukti bersalah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya 
menyebabkan orang lain meninggal dunia”. Dengan demikian, dakwaan 
yang menjerat terdakwa adalah pasal 310 ayat (4), yakni dalam hal 
kecelakaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 
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Menyimak uraian di atas dan memperhatikan pertimbangan hukum 
yang dilakukan oleh Majelis Hakim, penulis berpendapat bahwa 
pertimbangan hukum hakim dalam perkara a quo mempersamakan unsur 
yang terkandung dalam ayat 3 dan ayat 4 pasal 310 yang seharusnya 
tidak dapat dipersamakan. Mempersamakan unsur ayat (3) dan ayat (4) 
tersebut sangat jelas dalam pertimbangan majelis hakim. Untuk lebih 
jelasnya, penulis kutip pertimbangan hukum majelis hakim di bawah ini: 
“Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan yaitu 
Pasal 310 ayat (3) dan (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Unsur setiap orang; 
2. Unsur kesalahannya/kelalaiannya; 
3. Unsur menyebabkan matinya orang; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas 
seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah 
terpenuhi, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan 
telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah 
melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang 
lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 310 ayat (3) dan (ayat 4) UU RI No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (Putusan Nomor: 
227/PID.B/2013/PN. Wtp, halaman 5). 
 
Selain mempersamakan unsur yang terkandung dalam pasal 310 
ayat (3) dan ayat (4), Majelis Hakim juga dalam pertimbangan hukumnya 
tidak menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam dakwaan yang terbukti 
dilakukan oleh Terdakwa. Padahal menurut hemat penulis, uraian unsur-
unsur ini sangatlah penting mengingat hanya dengan terpenuhinya unsur-
unsur tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak 
pidana, tentunya dengan menguraikan ada atau tidaknya alasan pemaaf 
dan alasan pembenar. Apalagi mengingat bahwa dalam persidangan alat 
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bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah alat bukti saksi, 
keterangan terdakwa, surat hasil Visum Et Repertum Dokter pada UPTD 
Kesehatan Puskesmas Tonra Nomor: 67/PKM-T/V/2013 tertanggal 21 Mei 
2013 yang mana surat tersebut menjelaskan bahwa pasien dalam 
keadaan tidak sadar, pendarahan keluar dari hidung, telinga dan mulut 
dan tidak ditemukan luka memar, serta surat keterangan kematian dari 
kepala Desa Bulu Bulu Nomor: 28/DB/V/2013 tanggal 2013 yang pada 
intinya hanya menyatakan bahwa Dawi Binti Beddu mengalami meninggal 
dunia dan saat meninggal dunia korban Dawi Binti Beddu mengalami luka. 
Sehingga tidak terdapat alasan yang kuat bahwa meninggalnya Dawi Binti 
Beddu disebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang menimpanya. Hal ini 
mengingat jarak antara insiden (kecelakaan lalu lintas) yang menimpa 
Dawi Binti Beddu sebagai korban dengan meninggalnya Dawi Binti Beddu 
terdapat jarak yang cukup lama (berhari-hari). 
Atas dasar hal tersebut, menurut hemat penulis tindak pidana yang 
dilakukan oleh Terdakwa Irwan Bin Hamid yang terbukti secara sah 
menurut hukum dan meyakinkan adalah tindak pidana “karena 
kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami luka berat” 
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. Sebab, meninggalnya korban Dawi Binti Beddu tidak terdapat alat 
bukti yang kuat (misalkan berupa keterangan ahli) disebabkan luka berat 
yang dialaminya. 
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Selain beberapa uraian di atas, menyimak pertimbangan hukum 
hakim yang termuat dalam putusan Nomor: 227/PID.B/2013/PN. Wtp, 
penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim selain 
sangat singkat sehingga agak mengambang dalam memahami putusan 
tersebut, penulis juga berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim 
lebih kepada pertimbangan yuridis. Dengan kata lain, pertimbangan non 
yuridis seperti pertimbangan sosiologis, psikologis, krimonologi dan 
filosofis tidak nampak dengan jelas dalam pertimbangan hukum hakim. 
Padahal jika mengacu pada putusan yang ideal, maka pertimbangan non 
yuridis tersebut harus dimuat dengan jelas oleh Majelis Hakim dalam 
putusannya. Apalagi mengingat bahwa penerapan pidana bersyarat bagi 
pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan lebih didasari pada pertimbangan kriminologi, pertimbangan 
sosiologis, pertimbangan psikologis serta pertimbangan filosofis. Hal ini 
sebagaimana yang dinyatakan oleh P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang 
(137-138) dalam pasal 14a ayat 5 telah menyatakan bahwa apabila hakim 
telah menjatuhkan suatu pidana bersyarat bagi seorang terpidana, maka 
dalam putusan harus dicantumkan alasan-alasan yang dipakai oleh hakim 
untuk mempertimbangkan bahwa bagi seorang terpidana itu oleh hakim 
telah dipandang cukup untuk dijatuhkan suatu pidana bersyarat karena 
tindak pidana yang dilakukan. 
Selanjutnya, selain uraian di atas mencermati pelaksanaan pidana 
bersyarat di Pengadilan Negeri Watampone menurut hemat penulis hakim 
67 
tidak mempertimbangkan dan memasukan syarat khusus dalam amar 
putusannya. Meskipun pada dasarnya syarat khusus itu tidak mutlak atau 
tidak wajib harus ada setiap menjatuhkan pidana, namun jika jika merujuk 
pada aturan hukum tentang pidana bersyarat, khususnya pasal 14c ayat 
(1) ditentukan bahwa kecuali jika dijatuhkan pidana denda hakim dapat 
menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang 
lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau 
sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Hal ini 
mengingat karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 
Pasal 310 ayat 3 dan 4 UU No. 22 Tahun 2009, yang mana di dalamnya 








Berdasarkan penjelasan yang ada pada Bab Pembahasan, maka 
pada Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terkait penelitian 
penulis tentang masalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Bersyarat Di 
Pengadilan Negeri Watampone (Putusan No. 227/Pid.B/2013/PN. Wtp)” 
adalah sebagai berikut: 
1. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 227/Pid.B/2013/PN. Wtp 
pada dasarnya kurang tepat dalam pertimbangan yuridisnya. Sebab, 
dalam pertimbangan yuridis majelis hakim menyatakan bahwa 
Terdakwa terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya (pasal 310 ayat 3 dan 4 UU No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Padahal dalam tingkat 
pemeriksaan persidangan, fakta yang benar-benar terbukti hanyalah 
pasal 310 ayat 3, sementara mengenai pasal 310 ayat 4 meskipun 
korban kemudian meninggal dunia, namun tidak ada alat bukti yang 
kuat yang menjelaskan bahwa korban Dawi Binti Beddu meninggal 
karena insiden (kecelakaan) atau luka berat yang dialami setelah 
kecelakaan tersebut. Hal ini mengingat jarak antara kecelakaan 
(insiden) tersebut dengan meninggal korban Dawi Binti Beddu cukup 
lama. 
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2. Selain pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan yuridisinya 
kurang tepat, pertimbangan Majelis Hakim juga sangat ringkas. 
Meskipun diketahui dalam pasal 197 ayat 1 point d menyatakan 
bahwa pertimbangan disusun secara singkat, namun hal ini tidak 
berarti bahwa pertimbangan tersebut bukan berarti benar-benar 
ringkas tanpa argumen dan kesimpulan yang jelas, terperinci, dan 
utuh. Hal ini dimaksudkan agar jelas alur berpikirnya serta adanya 
kejelasan ketika kesimpulan dihadirkan. Tidak hanya itu, 
pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 
227/Pid.B/2013/PN.Wtp tidak menjelaskan tentang pertimbangan non 
yuridis yang menjadi dasar dijatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa 
Irwan Bin Hami. Hal ini mengigat karena pidana bersyarat lebih 
disebabkan oleh pertimbangan non yuridis. 
3. Pelaksanaan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri 
Watampone pada dasarnya sudah cukup tepat. Hanya saja dalam 
putusannya Majelis Hakim tidak memberikan syarat khusus pada 
terdakwa Irwan Bin Hamid yang telah terbukti bersalah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
Hal ini mengigat, dalam pasal 14c ayat 1 menyatakan bahwa kecuali 
jika dijatuhkan pidana denda hakim dapat menetapkan syarat khusus 
bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada 
masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian 
yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Meskipun dalam 
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tuntutannya, jaksa Penuntut Umum tidak menuntut hal tersebut, 
harusnya hakim harus mempertimbangkan dan kemudian 
memutuskan terpidana dikenai syarat khusus. Hal ini mengingat tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya diancam oleh 
pidana penjara, melainkan juga diancam pidana denda. 
B. Saran 
Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada institusi yang berwenang, khususnya Kejaksaan 
(khususnya Penuntut Umum) maupun Pengadilan (khususnya hakim) 
agar dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa dan oleh hakim 
dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana senantiasa 
memperhatikan aspek non yuridis, seperti aspek sosial. psikologis, 
kriminologi dan filosofis. 
2. Disarankan kepada seluruh lapisan masyarakat agar memahami 
hukum materiil, khususnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dalam 
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